
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 38 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 
12 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota 

Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah sud ah tidak seeuar dengan dinamika ke bu tuhan 
pengelolaan keuangan daerah. maka dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Mengingat 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

I. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kata Ketjil Dalam Lingkungan 
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Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kata Ketjil Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur /Tengah/Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeiis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakiian Daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 ten tang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 181 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ten tang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana teiah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
Tentang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota D PRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
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106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 6057); 

12. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik lndonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dae rah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 
Tahun 2017 Nomor 12); 



Menetapkan : 
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19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

20. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Daerah 
Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Serita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Serita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Daerah Kota Slitar 
Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai betikut: 
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I. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 
(I) Besaran tunjangan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 

(lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan reses dan 
dibayarkan sekurang-kurangnya tiga hari setelah kegiatan reses seluruh 
Pimpinan dan Anggota DPRD selesai dilaksanakan. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(!) Jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk 
iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 

5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap 
bulan, dengan ketentuan: 

a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan 
b. I o/o (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD 

bersangkutan. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) termasuk istri 
dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Pimpinan 
dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan 
untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan I (satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilakukan di dalam 
negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak. 

(5) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit. 

(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh 
Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(7) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah. 
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3. Ketentuan Pasal 10 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 A 

(1) Besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) sebagai 
berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan 
ratus ribu rupiah) per orang/bulan; 

b. Wak.il Ketua DPRD sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam 
ratus ribu rupiah) per orang/bulan; dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.700.00,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu 
rupiah) per orang/bulan. 

(2) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan 
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan Pasal 11 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 B 

( 1) Dalam ha! Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas 

jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan transportasi. 

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
diberikan tunjangan transportasi. 

(4) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, tidak boleh melebihi besaran 
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

5. Ketentuan Pasal 11 C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 C 
(1) Besaran tunjangan transportasi diberikan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 B ayat (2) sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu 

rupiah) per orang/bulan; 
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b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus 
ribu rupiah) per orang/bulan; dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus 
ribu rupiah) per orang/bulan. 

(2) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan 
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
,..--._ Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
Pada tanggal 25 Juni 2021 

WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 25 Juni 2021 

� PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Sjaichul Ghulam 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 38 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASJ 

ry 
AHMAD TOBRONI, S.H 

Pembina Tk. I 
NIP. 19670909 199803 1 008 
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